1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Secara Umum
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian
menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung
janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian,
hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan
perikatan.! Hukum perjanjian diatur dalam buku 111 BW (KUHPerdata). Definisi
perjanjian secara umum adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para Sarjana Hukum
umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam
ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas.? Atas dasar alasan-
alasan yang dikemukakan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang
dimaksud dengan perjanjian itu. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu
rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau tertulis.

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut :

! R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, him. 1
2 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Prenada Media, Jakarta, 2004, him. 117.



“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan perjanjian adalah:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan™

Pendapat para sarjana mengenai defenisi dari perjanjian memang berbeda-beda.
Hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab dalam mengemukakan defenisi dari
perjanjian itu, para pakar hukum tersebut memiliki sudut pandang masing-masing.
Namun dalam setiap defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut tetap
mencantumkan secara tegas bahwa dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang
menjadi subjek dan objek dari perjanjian tersebut yaitu adanya hubungan hukum
yang terjadi diantara para pihak yang menyangkut pemenuhan prestasi dalam

bidang kekayaan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari perjanjian ini antara lain Buku ke Tiga
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, Bab | sampai dengan
Bab XVIII. Salah satunya terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengenai
definisi perjanjian yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

¥ R. Subekti, loc.cit.
* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, him. 78



2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat agar suatu perjanjian

dinyatakan sah, antara lain:

a. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya
Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari
perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga
dikehendaki oleh pihak yang lain. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu

perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

Mereka menghendaki sesuatu hal yang sama secara timbal balik. Dalam hal
persetujuan ini, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai
kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.
Dengan demikian kata sepakat antara kedua belah pihak atau lebih di dalam
mengadakan perjanjian itu harus tanpa cacat, sebab jika terdapat cacat dalam
perjanjian itu, persetujuan itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyebutkan
bahwa tiada kesepakatan sah apabila kesepakatan itu diberikan secara kekhilafan

(dwaling) atau diperoleh dengan paksaan (dwang) atau penipuan (bedrog)

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Syarat kedua sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan atau cakap dalam
hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiran
adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan

bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :



1)  Orang-orang yang belum dewasa ,

2)  Mereka yang di bawah pengampuan (curatelen),

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut Pasal 108 KUHPerdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk
mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis)
dari suaminya.
. Suatu hal tertentu
Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika
timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling
sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah sudah ada atau
sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak
diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal
saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Dengan demikian, perjanjian
yang objeknya tidak tertentu atau jenisnya tidak tertentu maka dengan
sendirinya perjanjian itu tidak sah.

. Suatu sebab yang halal

Sebab atau causa yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu

sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti sesuatu yang menyebabkan

seseorang membuat perjanjian yang dimaksud. Menurut Pasal 1337

KUHPerdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-

undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Akibat hukum dari perjanjian yang berisi causa yang tidak halal,



mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada

dasar untuk membuat pemenuhan perjanjian di muka hakim.

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat-syarat subjektif karena
menyangkut subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir
disebut syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek

dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.’
B. Tinjauan Umum Pengangkutan
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengangkutan

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau
aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan manusia modern senantiasa
didukung oleh pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan
kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan
kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam

kegiatan pengangkutan.

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan
membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai
“pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”. Pengangkutan
adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang

® R. Subekti, op.cit, him. 17



dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.®

Pengertian lain dari pengangkutan adalah rangkaian kegiatan pemindahan
penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan
(debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang

muatan.’

Pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan barang adalah
pengangkut dan pengirim serta penerima. Adapun sifat perjanjian pengangkutan
adalah timbal balik, artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim
masing-masing mempunyai  kewajiban. Kewajiban pengangkut adalah
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim adalah
membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan
pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut® Pembagian jenis-jenis
pengangkutan pada umunya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan
dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan

pengangkutan.

Secara umum, pengangkutan terbagi atas 3 (tiga jenis), yakni:

® H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta 1981,
him. 60

” Abdulkadir Muhammad,2008, op.cit. him. 48

8 H.M.N Purwosutjipto, op.cit. him. 2



a.

Pengangkutan Darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang
artinya ruang lingkupnya sama dengan ruang lingkup negara. Angkutan darat
dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain dengan
kendaraan kereta api dan listrik di atas rel dan kendaraan di atas jalan raya.
Kendaraan di atas jalan raya terdiri dari mobil, motor dan lainnya.
Pasal 1 Angka 7 UU LLAJ menyebutkan, kendaraan adalah suatu sarana angkut
dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan
tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia
dan/ hewan. Pengangkutan barang dengan kendaraan umum menggunakan
kendaraan bermotor untuk barang, misalnya truk dan truk gandeng.
Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan
barang umum dan angkutan barang khusus. Berdasarkan Pasal 161 UU LLAJ,
pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan
2) Tersedia pusat distribusi logistic dan/atau tempat untuk memuat dan
membongkar barang

3) Menggunakan mobil barang

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan
dokumen, yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan
barang (Pasal 166 Ayat (3) UU LLAJ).

Pengangkutan melalui darat yang diatur dalam :



b.

2.

1) KUHD, Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98.
2) Peraturan khusus lainnya, misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengangkutan Laut

Laut memiliki fungsi yang beraneka ragam. Selain berfungsi sebagai sumber
makanan dan mata pencaharian bagi umat manusia, sebagai tempat
berekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa, laut juga
berfungsi sebagai jalan raya perdagangan. Jenis pengangkutan ini diatur

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pengangkutan Udara

Agar terjadi pengangkutan dengan pesawat udara perlu diadakan perjanjian
pengangkutan terlebih dahulu antara Perusahaan Penerbangan Sipil dan
penumpang atau pemilik barang yang dibuktikan dengan tiket penumpang
atau tiket bagasi. Jenis pengangkutan udara diatur dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

Tujuan, Manfaat dan Unsur-Unsur dalam Pengangkutan

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di

tempat tujuan dengan selamat. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan

dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan,

sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya barang yang

diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kemusnahan.



Selain itu pengangkutan juga memiliki manfaat dalam meningkatkan daya guna

dan nilai, yang berarti dengan dilakukannya kegiatan pengangkutan maka barang

atau benda yang diangkut tersebut akan meningkat daya guna maupun nilai

ekonomisnya.’

Ada pun yang menjadi unsur-unsur dalam pengangkutan antara lain: *°

a.

Manusia, yang membutuhkan;

Kecuali anak-anak dan orang jompo, semua orang yang sehat akan mampu
mengangkut beban seberat tertentu dengan mengeluarkan tenaga tambahan,
namun jarak yang dapat ditempuh juga terbatas. Untuk memenuhi
kebutuhannya, orang perlu untuk mencari nafkah. Kekayaan yang diperoleh
dari usaha tersebut berbeda-beda, dan ini mempengaruhi kemampuannya
membayar biaya angkutan. Dalam memilih sistem pengangkutan pun pilihan
orang tidak sama, sedangkan orang yang pilihannya sama dasar alasannya
mungkin berbeda.

Barang yang dibutuhkan

Barang hasil produksi yang merupakan keluaran (output) proses produksi
dinyatakan berguna apabila telah sampai kepada konsumen. Dengan kata lain,
produksi itu baru berguna apabila diangkut dari tempat produsen ke tempat
konsumen atau pasar dan sampai ke konsumen dalam kondisi yang

dikehendaki.

° H.M.N Purwosutjipto, op.cit. him.1.
1% suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Pengangkutan. ITB, Bandung, 1990, him. 4.
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Kendaraan (angkutan), sebagai alat angkut;

Kendaraan (angkutan) pada umumnya dibuat dengan menggunakan alat
buatan manusia yang banyak digali dari bentuk alami. Bentuk angkutan yang
paling luas pemakaiannya adalah angkutan darat. Angkutan dirancang
sedemikian rupa agar mampu bergerak sesuai dengan medan dan sekaligus
dapat melindungi muatannya. Fungsi angkutan yang pokok adalah
memindahkan orang dan/atau barang. Muatan dapat berupa benda hidup
(orang, binatang dan tumbuhan) dan benda mati (makanan, bahan baku
industri). Selain orang dan binatang, barang lain pada umumnya diangkut
tidak dalam kondisi alaminya (misalnya kayu dan bahan makanan), sehingga
membutuhkan teknologi yang tepat.

Jalan

Sebagai prasarana angkutan komponen pokok dalam pengangkutan adalah
jalan (prasarana) dan kendaraan (sarana). Menurut Pasal 1 Angka 12 UU
LLAJ, yang dimaksud dengan seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum,
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel
dan jalan kabel.

Organisasi

Pengelola angkutan kegiatan pengangkutan selalu melibatkan banyak
lembaga karena fungsi dan peran masing-masing tidak mungkin ditangani
oleh satu lembaga saja. Di Indonesia, pada tingkat nasional, masalah

pengangkutan menyangkut beberapa lembaga, seperti Dinas Pekerjaan
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Umum, Dinas Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen
Keuangan. Di bawahnya, pada tingkat pelaksanaannya terdapat Dinas Lalu

Lintas Angkutan Jalan, Polisi Lalu Lintas dan perusahaan pengangkutan.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Pengangkutan

1. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi
dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan
pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.' Perjanjian
pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik
barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian
pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung
oleh dokumen pengangkut.

Pada pengangkutan barang, Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut
barang wajib memuat surat muatan barang sebagai dokumen perjalanan. Pasal 168
Ayat (2) UU LLAJ menyebutkan, perusahaan pengangkutan yang mengangkut
barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang. Perjanjian
pengangkutan barang selalu didukung oleh dokumen/surat pengangkut. Surat

pengangkutan barang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

1 R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Ditya Bakti, Bandung , 1995, him. 69
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(KUHD) Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHD, surat pengangkutan
barang memuat keterangan sebagai berikut:

a. Nama dan alamat perusahaan pengangkutan (pengangkut)

b. Nama dan alamat pengirim dan penerima

c. Nama, jumlah, berat, ukuran, dan merek barang yang diangkut

d. Jumlah biaya pengangkutan

e. Tempat dan tanggal pembuatan surat pengangkutan barang

f. Tanda tangan pengangkut dan pengirim/ekspeditur

Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian
pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan
perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan. Surat
pengangkutan barang biasanya sudah dibakukan dan dicetak oleh perusahaan

pengangkutan dalam bentuk formulir.

2. Subjek Perjanjian Pengangkutan

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah mereka yang secara langsung
terikat memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan.
Pihak-pihak dalam perjajian pengangkutan penumpang hanya terdiri dari pihak
pengangkut dan penumpang saja, sedangkan pihak-pihak dalam perjanjian
pengangkutan barang terdiri dari :
a. Pengangkut

Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak

yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan. Singkatnya,
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pengangkut adalah penyelenggara pengangkutan. Dilihat dari sisi
kepemilikan badan usaha, pengangkut dapat dikelompokkan dalam tiga jenis,
yaitu: 2
1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Ada yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero), dan ada juga yang
berbentuk perusahaan umum (Perum).
2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Umumnya berbentuk badan hukum perseroan terbatas, contohnya PT
Lintas Sumatra, PT Rosalia Express, sedangkan yang berbentuk badan
hukum koperasi contohnya Taksi Kopti Jaya. Akan tetapi ada juga yang
berbentuk persekutuan bukan badan hukum CV, contohnya Titipan Kilat.
3) Badan Usaha Milik Perseorangan
Contohnya PO Rosalia Indah
b. Pengirim
Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak
yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas
dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari
pengangkut. Pengirim barang dalam pengangkutan dengan kendaraan umum
adalah:
1) Pihak dalam perjanjian yang berstatus sebagai pemilik barang atau orang
yang bertindak atas nama pemilik barang atau sebagai pihak penjual
2) Membayar biaya pengangkutan

3) Pemegang dokumen pengangkutan barang

12 Abdulkadir Muhammad, 2008, op.cit, him. 61
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Pengirim dapat berstatus sebagai pemilik barang sendiri atau orang lain yang
bertindak atas nama pemilik barang, contohnya ekspeditur. Selain itu
pengirim dapat juga berstatus sebagai penjual dalam perjanjian jual beli atau
ekspor impor yang berkewajiban menyerahkan barang melalui jasa
pengangkutan. Pengirim dapat juga berstatus sebagai perusahaan
perseorangan atau sebagai perusahaan badan hukum atau bukan badan
hukum, atau pengirim dapat juga berstatus sebagai manusia pribadi atau
badan hukum nonprofit oriented, contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang bergerak di bidang kemanusiaan atau kegiatan sosial.

Penerima

Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri,
mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah
pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan.
Dalam hal penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima
bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga
yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai

subjek hukum pengangkutan.

Kenyataannya, penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen
pengangkutan. Selain itu, arti dokumen pengangkutan juga dapat diketahui
bahwa penerima adalah pembeli atau importer, jadi sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan. Di samping itu, penerima juga adalah pihak yang
memperoleh kuasa (hak) untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya.

Dalam hal ini, penerima berposisi atas nama pengirim. Penerima yang
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berstatus pembeli dapat badan hukum, dapat juga bukan badan hukum, Akan

tetapi yang berstatus importer selalu badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kriteria penerima menurut perjanjian, yaitu:
1) Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim

2) Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan

3. Objek Perjanjian Pengangkutan

Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran
tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut, dan biaya
angkutan. Jadi objek hukum pegangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut,
dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga,
yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan
bermanfaat.
a. Barang Muatan (Cargo)

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh

Undang-Undang. Dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan.

Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu :

1) barang berbahaya (bahan-bahan peledak);

2) barang tidak berbahaya;

3) barang cair (minuman);

4) barang berharga;

5) barang curah (beras, semen,minyak mentah); dan

6) barang khusus.

b. Alat pengangkut (Carrier)
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Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan,
memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat pengangkut milik
orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut di atas atas rel disebut
kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut di darat disebut
kendaraan bermotor yang dijalankan oleh supir. Alat pengangkut di perairan
disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda. Sedangkan alat pengangkut di
udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Masinis, supir,
nahkoda, dan pilot bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan
pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan

dan atas nama pengangkut.

c. Biaya pengangkutan (Charge/Expense)

Pemerintah menerapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan
kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan
tarif tersebut, perusahaan umum, Kkereta api, perusahaan angkutan umum,
perusahaan laut niaga, dan perusahaan udara niaga menetapkan tarif
berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan
penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan

jaringan angkutan.

D. Konsep Wanprestasi dan Tanggung Jawab dalam Pengangkutan

1.

Konsep Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi

prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang
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dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik

karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.
Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan
kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang

telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.
Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:*?

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

b. Melaksanakan apa Yyang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu
perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan
dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang

diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat
sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu
sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam
perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang

memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka

3 R. Subekti, 2005, op.cit. hIm. 45
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menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi
dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai
batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan
wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis (somasi) dari Kkreditur yang

diberikan kepada debitur.

2. Konsep Tanggung Jawab dalam Pengangkutan

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan).!* Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut
kamus hukum adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan

selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, prinsip-prinsip
tanggung jawab merupakan salah satu unsur penting dari segi perlindungan
hukum bagi konsumen jasa angkutan. Prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut
antara lain : ™
1. Tanggung Jawab Karena Kesalahan (Base on Fault)
Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam
penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala
kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian
wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada

pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Pada pengangkutan dengan

4" Departemen Pendidika, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 4, Pusat Bahasa, Gramedia
Pustaka Umum, Jakarta, 2008, him.341.
> Abdulkadir Muhammad, 2008, op.cit. him. 48.
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kendaraan umum, pengusaha pengangkutan umum bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga,
karena kelalaian atau karena kesalahan dalam pengangkutan. Tanggung jawab
Pengusaha Pengangkutan Umum terhadap penumpang dimulai sejak
diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang disepakati.
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang
diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan
penyelenggaraan angkutan (Pasal 191 UU LLAJ).

Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab
atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya.
Tetapi jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak
bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi
kerugian tersebut. Tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah
mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa

yang msenimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari.

Beban pembuktian (onus of proof) diberikan kepada pihak pengangkut, bukan
kepada yang dirugikan dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh
pengangkut. Pasal 468 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga, yakni
apabila barang yang diangkut tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau
rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim,

kecuali jika dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau
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seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah
atau tidak dapat dihindari terjadinya.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap
kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa
keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini
menitikberatkan pada penyebab bukan kesalahannya. Prinsip ini tidak
mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan.
Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun

yang menimbulkan kerugian itu.

E. Tinjauan Umum PT Rosalia Express

PT Rosalia Express merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa
Pengiriman barang yang mencakup akan kebutuhan distribusi dan logistik.
Pelayanan jasa distribusi pengiriman barang sudah dikenal sejak dahulu
khususnya 10 tahun terakhir. Kebutuhan ini terus-menerus berkembang sejalan
dengan kemajuan usaha-usaha bisnis dan pelayanan jasa pengiriman yang
semakin hari dirasakan semakin dibutuhkan. Walaupun era globalisasi
berkembang sedemikian pesatnya sekarang ini, namun peranan layanan jasa
pengiriman ini pun tidak kalah pentingnya sebagai sarana pelangkap sekaligus
penunjang bagi aktifitas operasional perusahaan-perusahaan ataupun individu-

individu dalam hubungannya dengan pihak ketiga.

Desakan kebutuhan akan pelayan jasa pengiriman barang dirasakan tetap terus

meningkat dan dibutuhkan dari waktu ke waktu. Di tengah derasnya persaingan
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usaha yang demikian ketatnya dalam dunia perekonomian yang masih belum
dapat dikatakan sehat secara makro, namun dengan didasarkan pada modal
intergritas dan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang jasa pengiriman,
PT Rosalia Express mencoba untuk menjawab kebutuhan akan pelayan jasa
tersebut yang mencakup kebutuhan distribusi dan logistik. Konsentrsi utama
perusahaan ini adalah pelayanan jasa yang semaksimal mungkin bagi semua
pelanggan yaitu cepat, tepat dan aman dalam penyampaian pengiriman. Karena
bagi PT Rosalia Express kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami dan
merupakan kebanggaan bagi PT Rosalia Express bisa membantu pelanggan dalam

bidang jasa pengiriman barang.

Rosalia Express diawali dengan barang titipan di bagasi penumpang baik Bis
maupun Travel. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan usaha pada tahun
2004 dengan badan hukum PT Rosalia Express menjadi sebuah perusahaan Jasa
Titipan Paket dengan didukung dengan tenaga kerja yang profesional pada
bidangnya, dalam kegiatannya selalu mengutamakan pelayanan yang terbaik pada
pelanggan yang telah memberikan kepercayaan pengiriman baik partai kecil

maupun dalam partai besar.

Dalam menjalankan kegiatan pengirimannya PT Rosalia Express menggunakan
beberapa armada untuk menunjang kegiatan pengirimannya, yang terdiri dari
armada bis box, armada truk box double, truk box engkel, dan armada L-300 box.
Rosalia Express yang berkantor Pusat di Solo telah memiliki kantor cabang dan
perwakilan di Malang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Tangerang bahkan

sampai di Lampung, semua ini bertujuan untuk memudahkan penanganan dalam
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masalah pengiriman paket sehingga tujuan perusahaan dalam memberikan service

yang baik akan tercapai.

Rosalia Express selain telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai perusahaan
Textille, Garment, Meubel, Furniture, Electronic juga melayani paket pindahan.
Dengan lebih dari 200 karyawan yang komit dalam tugasnya sehingga keamanan
kiriman serta kenyamanan pelanggan menjadi prioritas utama. Rosalia Express
merupakan salah satu perusahaan jasa layanan paket yang berkualitas, terbukti
dari telah banyaknya perusahaan Nasional maupun Multinasional yang menjadi
"Pelanggan Tetap" sampai saat ini. Keberhasilan ini diharapkan akan terus
berlanjut dengan diciptakan pelayanan pengurusan handling barang-barang yang
cepat dengan rate yang relatif kompetitif. Perusahaan senantiasa melakukan riset
dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, serta sistem

informasi yang efisien dengan orientasi kenyamanan para pelanggan.®

18 http://www.rosalia-express.com, diakses tanggal 31 Januari 2013
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F. Kerangka Pikir

UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

[ PT Rosalia Express [ Pengirim ]
) L

Ve

Hak dan Kewajiban }

[ Wanprestasi ]

[ Tanggung Jawab }

-

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diuraikan kerangka pikir sebagai berikut:

Berkembangnya bisnis jasa pengangkutan dan pengiriman barang yang
sedemikian pesat di Indonesia mendorong pemerintah untuk memfasilitasi
penyelenggaraan pengangkutan barang kiriman nasional dengan menerbitkan UU
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini
dibuat tidak terlepas dari tujuan untuk melindungi pengirim barang yang memiliki
hubungan secara horizontal terhadap pengangkut (PT Rosalia Express) agar
pelaksanaan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak tidak terjadi

pelanggaran.

UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur
tentang pertanggungjawaban pengangkut apabila pengirim barang mengalami
kerugian. Tanggung jawab pengangkut juga tercermin dalam klausula dokumen

pengangkutannya, dimana dokumen pengangkutan merupakan wujud dari
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hubungan kontraktual antara pengangkut dan pengirim. Klausula-klausula dalam
dokumen pengangkutan dibuat secara baku oleh pengangkut untuk selanjutnya
ditandatangani oleh pengirim. Dalam hal ini pengirim memiliki posisi yang lemah
karena tidak dapat melakukan penawaran atas setiap klausula dalam dokumen
pengangkutan. Oleh karena itu perlu dianalisis lebih lanjut penerapan klausula
baku dalam dokumen pengangkutan pengiriman barang agar diketahui secara
nyata bentuk tanggung jawab penyelenggara jasa pengangkutan barang Kiriman

terhadap pengirim.



